Bab 111

Penutup

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dambil kesimpulan
sebagai berikut:

1. Pengaturan dan ketentuan-ketentuan dari hukum merek belum
dapat diterapkan secara optimal hal ini dikarenakan di dalam
Undang- Undang merek hanya mengatur mengenai perlindungan
secara etiket mereknya saja, sedangkan di dalam perdagangan
merek tersebut menyatu dengan desain kemasannya yang di dalam
permasalahan ini tidak diberikan perlindungan di dalam Undang-
Undang merek. proses pendaftaran merek hanya memeriksa
mengenai etiket mereknya saja, sedangakan di dalam prakteknya di
dunia perdagangan sebuah merek diboncengi reputasinya
berdasarkan desain kemasannya bukan secara etiket mereknya
dimana di dalam perdagangan desain kemasan produk menjadi hal
yang paling dominan. Tidak terlepas dari tidak dapatnya sebuah
peraturan pada Undang-Undang merek mengakomodasi secara
keseluruhan mengenai desain kemasan dari sebuah merek dan juga
belum dapat melindungi si pemegang merek dari tindakan
pemboncengan reputasi, maka praktek-praktek perbuatan curang di

dalam dunia bisnis semakin marak dilakukan dengan adanya
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praktek-praktek pemboncengan reputasi dari sebuah merek terkenal
(passing off).

Perlindungan merek di dalam Undang-Undang no.15 tahun 2001
hanya melindungi mengenai etiket merek saja, oleh karena itu
maka suatu upaya yang dapat dilakukan adalah pendaftaran merek
haruslah disertai juga dan diperkuat dengan adanya pendaftaran
desain kemasan pada suatu merek dengan pendaftaran di dalam
lingkup desain industri yang diatur pada Undang-Undang No 31

Tahun 2000 mengenai Desain Industri.

Maka di dalam syarat pendaftaran merek di dalam Undang-Undang
merek seharusnya tidak hanya secara etiket merek saja yang
diperiksa akan tetapi harus ditambah dengan memeriksa secara
desain kemasan produknya juga.

Sejauh di dalam Undang-Undang merek di Indonesia belum diubah
oleh karena itu maka pendaftaran merek harus disertai dengan
pendaftaran secara desain industry untuk tercapainya perlindungan
yang efektif dan optimal sehingga anggapan bahwa merek, tulisan-
tulisan, desain kemasan, kesan atau indikasi barang atau jasanya

tidak dapat dibonceng reputasinya oleh orang lain.
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